IR

GUBERNUR KALEMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PENYALURAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

L d.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk meningkatkan capaian  penyerapan
anggaran bclanja bantuan kcuangan di Kabupaten/Kota,
perlu - dilakukan  penyempurnaan  terhadap  Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2013
tentang  Tata  Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan

7

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufl a, pcrlu menetapkan Peraturan
Gubcernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban
Belanja  Bantuan  Kcuangan  Pemerintah  Provinsi
Kalimantan Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Sclatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15  Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran  "Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemcerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem  Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Kcuangan  Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemcerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Lembaran
Negara Rcepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemecrintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pclaksanaan Tugas dan Wewcnang Serta
Kedudukan = Kecuangan  Gubernur  Sebagai  Wakil
Pemerintah  Di - Wilayah  Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pclaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Kecuangan Gubernur  Schagai Wakil  Pemerintah  Di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Keputusan Presiden Nomor 137/P tentang Pengangkatan
Dr. H. Awang Farock [shak, MM, M.Si sebagai Gubernur
Kalimantan Timur dan H.M. Mukmin Faisyal HP, SH
scbagai Wakil  Gubcernur Kalimantan Timur masa
Jabatan 2014-2018;

Peraturan Menter? Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
scbagaimana diubah beberapa  kali terakhir dengan
Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daecrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dacrah Provinsi Kalimantan Timur
(Lcmbaran Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 31J;



19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Lain Pcrangkat Dacrah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2009 Nomor 13};

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pcertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinst Kalimantan Timur (Berita Dacrah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24
Tahun 2013 tentang  Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban  Bclanja  Bantuan  Kcuangan Pemerintah  Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinst Kalimantan Timur Tahun 2011
Nomor 14), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 hurufl [ diubah, sehingga Pasal 7 scluruhnya berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk pertanggungjawaban tcrhadap pengelolaan dana Belanja Bantuan
Kcuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan kepada
Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Dacrah dengan tembusan Badan
Perencanaan Pcmbangunan Dacrah dan Biro Pembangunan Daerah
Sekretariat Dacrah Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan:

a. Laporan Triwulan tentang Realisasi fisik dan kcuangan disampaikan olch
Tim Koordinasi Bantuan Kcuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah
Provinsi berdasarkan laporan yang dihimpun sctiap bulan dari pelaksana
kegiatan di SKPD Kabupaten/Kota;

b. Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan
kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir
triwulan pcriode laporan, dengan contoh Form -1 scbagaimana tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Gubernur ini;



c. Laporan Tahunan tentang Realisasi fisik dan keuangan disampaikan oleh
Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah
Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dengan
contoh Form F-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Gubernur ini;

d.Laporan  Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Non  Spesifik
disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e merupakan dasar
penyaluran Bantuan Keuangan, dengan contoh Form F-3 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini;

e. Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Kcuangan Spesifik disampaikan olch
Pemerintah  Kabupaten/Kota kepada Pemerintah  Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, dengan contoh Form F-4 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini: dan

f. Batas akhir penyampaian laporan realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan
oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota scbagal dasar penyaluran terakhir
Bantuan Keuangan diterima pada tanggal 20 Descmber tahun anggaran
berkenaan.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 6 Desember 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini  dengan pencmpatannya  dalam  Berita Daerah  Provinsi

Kalimantan Timur.

Ditctapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA B]JRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat |
NIP.19620527 198503 1 006




